ABSTRAKSI

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam
pengelolaan sistem perbankan dimana bank dalam menjalankan fungsi dan
kegiatan usahanya cenderung dengan berbagai risiko, maka wajib bersikap hati-
hati dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan
kepadanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberi dampak pada lembaga
perbankan itu sendiri dan kepada masyarakat khususnya nasabah bank. Skripsi ini
dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit oleh pejabat bank dalam kasus PT.BNI Thk Wilayah 05
Semarang dengan PT. Guna Inti Permata. Dalam penulisan skripsi ini yang
menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan prinsip kehati-
hatian dalam pemberian kredit perbankan dan bagaimana pertanggungjawaban
pejabat bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan
menggunakan data sekunder.

Dalam penelitian ini disimpulkan pertama, pengaturan prinsip kehati-
hatian dalam perundang-undangan perbankan tidak tegas ditentukan pengertian
dan ruang lingkupnya melainkan sangat luas. Ketidakjelasan dalam hal pengertian
dan ruang lingkup prinsip kehati-hatian, maka penerapan prinsip kehati-hatian
biasanya diwujudkan dalam bentuk SOP oleh masing-masing bank. Kedua,
tanggungjawab pejabat bank PT. BNI Tbk Wilayah 05 Semarang atas pelanggaran
prinsip kehatihatian dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun sanksi
administratif jika tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Apabila pelanggaran
prinsip kehati-hatian itu merugikan keuangan negara, maka seseorang dapat
dituntut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus ini pejabat
bank dituntut karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang.
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